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Pembahasan skripsi ini mengetengahkao pcoelitian perihal tentang Ankum 
(Atasan Yang Berhak Mengbukum) dan Papera (Perwira Penyerah Pcrlcara) dalam 
proses penyelesaian Tindak Pidana Militer yaitu Tindak Pidana Desersi yang 
ruang lingkupnya Lerdapat pada TNI itu sendiri dan si pelaku kejahatan adalah 
anggota TNI yang masih berdiruis aktif di jajaran TNI baik AD (Angkatan Darat). 
AL (Angkatan Laut). AU (Angkatan Udara) tindak pidana militer itu sendiri 
sebcnamya sangatlah banyak sesuai yang di atur di KUHPM dan UU 31 tahun 
1997 tetapi kali ini yang penulis bahas adalah salah satu dianlaranya yaitu tindak 
pidana Dcscrsi yang artinya adalab kctidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh 
seorang militer pada suatu tempat dan 'l\Ulu yang ditcntukan baginya dimana dia 
seharusnya bcrada unruk mclaksanakan kewajiban dinas. Tindak pidana desersi 
ini 1.ennasuk dalam delik berl8Jljut yang erat hubungannya dengan ketentuan yang 
telah melev.ati batas waktu. 

Unruk membahas hal tcrsebut satu persatu variable yang penulis akan 
kupas SL'C8ra giuis bcsar yang pertama adalah soorang Ankum yang pada 
satuann)a punya v.ev.enang penuh dalaJn proses penyelesaian suatu tindak pidana 
Militer yaitu Descrsi seorang Ankum berhak menyidik perkara dan menjatuhkan 
suatu tindakan hukum seperti pcnahanan di satuan bila si pelaku adalah seorang 
anggom prajurit yang bemda dibav.ah pimpinannya. 

Dan scorang Papera ialah Pemira Penyerah Perkara yangjabatannya lebih 
tinggi dari seorang Ankum di dalam suatu proses penyelesaian perkara tindak 
pidana militer Papera sangat berperan untu!.. melakukan pengawasan dan 
memerintahkan melakukan penyidikan. Paperalah yang memerintahkan satuan 
atau Ankum untuk mclakukan pelimpahan berlcas ke Oditur hingga sampai 
Pengadilan M ilitcr. 

Sctelah dilakukan penelitian maka diketahui bahwa proses suatau tindak 
pidana militer bukanla seperti proses tindak pidana umum lainya. karena suatu 
proses lindak pidana militer harus melewati herarlci dan UU yang berlaku pada 
tubuh TNI itu sendiri, tetl!pi tujuan proses penyelesaian tindak pidana mi liter sama 
dcngan proses penyelesaian lindak pidana umum sebab sama-sama untuk 
menegakkan hukum di Indonesia dan berguna untuk masyarakatnya. 
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